
 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 38, 2017 KEMENKES. K3RS. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 66 TAHUN 2016 

TENTANG 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang 

memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan 

kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, 

pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan 

rumah sakit;  

b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan 

kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan 

dan kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya 

kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan 

nyaman; 

c. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit perlu 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perkembangan hukum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2918); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan 
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Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3992); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5309); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara     

Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label 

Bahan Berbahaya dan Beracun; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana 

Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1197); 

 

     MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Keselamatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala 

bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang 

berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat 

bekerja, dan lingkungan kerja, secara langsung dan tidak 

langsung. 

2. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan 

pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan 

penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi 

pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor 

yang merugikan kesehatan, penempatan dan 

pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang 

mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan 

manusia dengan jabatannya. 

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang 

selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan 

bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, 

pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan 

rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja 

dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. 

4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SMK3 Rumah 

Sakit adalah bagian dari manajemen Rumah Sakit secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang 

berkaitan dengan aktifitas proses kerja di Rumah Sakit 

guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, 
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aman dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah 

Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun 

lingkungan Rumah Sakit. 

6. Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan 

tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin 

penyelenggaraan Rumah Sakit.  

7. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya 

disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang 

bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan dan 

tenaga non kesehatan.  

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan K3RS bertujuan untuk terselenggaranya 

keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit secara 

optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan K3RS. 

(2) Penyelenggaraan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. membentuk dan mengembangkan SMK3 Rumah 

Sakit; dan 

b. menerapkan standar K3RS. 

 

BAB II 

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  

KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT 

 

Pasal 4 

SMK3 Rumah Sakit meliputi:  

a. penetapan kebijakan K3RS; 

b. perencanaan K3RS; 

c. pelaksanaan rencana K3RS; 

d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS; dan 

e. peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS. 
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